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PRAKATA 

 

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan buku yang berjudul Pengantar Perpajakan. Perlu 
diketahui buku Pengantar Perpajakan menjadi sangat penting bagi 
para akademisi, praktisi maupun mahasiswa sebagai panduan 
dalam memahami teori Perpajakan.  

Perpajakan merupakan salah satu sumber utama pendapatan 
negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, 
menyediakan layanan publik, dan mendukung kesejahteraan sosial. 
Di Indonesia, sistem Perpajakan memiliki peranan yang sangat 
penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan 
nasional. Dengan demikian, pengetahuan dan keahlian dalam 
Perpajakan sangat penting bagi para praktisi dan akademisi yang 
ingin memahami tata kelola Perpajakan suatu entitas dari berbagai 
level korporasi.  

Dengan memahami konsep-konsep ini, para praktisi dan 
para pembelajar lainnya dapat dengan mudah mempraktikan 
regulasi dan standar dalam tata kelola Perpajakan dalam konteks 
entitas bisnis dengan tepat. Dalam buku Pengantar Perpajakan para 
pembaca diajak untuk bisa lebih memahami konsep dasar dari 
Perpajakan. Dengan kata lain, tanpa pemahaman atas konsep, teori 
dan tahapan yang baik dan benar, maka para pembelajar akan 
kesulitan untuk bisa memahami berbagai konsep dasar dari 
Perpajakan. Dengan demikian, arahan dalam buku ini akan 
mengajak para pembaca untuk bisa memahami lebih komprehensif 
tentang konsep dasar dari Pengantar Perpajakan secara 
komprehensif. 

Pembahasan dalam buku ini sangat beragam, sebab dimulai 
dari pemahaman tentang Pengantar Perpajakan; Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan; Kewajiban Pencatatan dan Pemeriksaan 
Pajak; Keberatan, Banding, dan Imbalan Bunga, Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa; Pajak Penghasilan Umum; Pajak Penghasilan 
Final; Pajak Penghasilan Pasal 21; Pajak Penghasilan Pasal 24; Pajak 
Penghasilan Pasal 25; Pajak Penghasilan Pasal 26; Pajak Penghasilan 
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atas Penghasilan Tertentu; Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah; Jenis Pajak Lainnya serta ditutup 
dengan RekonsiliasiFiskal dan Praktik Pengisian SPT Tahunan PPh.  

Pada akhirnya, para penulis merasa bahwa buku ini masih 
jauh dari kesempurnaan, sehingga tetap diperlukan berbagai 
masukan baik saran dan kritik yang konstruktif. Semoga buku ini 
diharapkan bisa memberikan sumbangsih yang signifikan bagi 
perkembangan keilmuan Perpajakan di Indonesia. 

 

Purbalingga, September 2024 
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Oleh : Rizka Ariyanti, M.M. 
Institut Teknologi Sains Nanhdlatul Ulama Pekalongan 

 

 

A. Pendahuluan 

Perpajakan merupakan salah satu aspek krusial dalam 
kehidupan bernegara dan perekonomian. Pajak adalah 
kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha kepada 
negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, 
tanpa mendapat imbalan secara langsung. Peran pajak sangat 
vital dalam pembiayaan negara karena pendapatan pajak 
digunakan untuk membiayai pembangunan, menyediakan 
pelayanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi. Perlu 
diketahui, sejarah perpajakan telah ada sejak zaman kuno, yang 
menegaskan bahwa pemerintah menggunakan pajak sebagai 
sumber pendanaan untuk berbagai keperluan, termasuk 
pembangunan infrastruktur, pertahanan, dan layanan sosial. Di 
Indonesia, sistem perpajakan terus mengalami perubahan dan 
penyempurnaan seiring dengan perkembangan zaman dan 
kebutuhan pembangunan. Perpajakan bukan hanya tentang 
pengumpulan dana, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan 
ekonomi dan sosial. Melalui kebijakan perpajakan yang tepat, 
pemerintah dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi, 
mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mendorong 
investasi. Di sisi lain, kepatuhan terhadap peraturan pajak 
menjadi tanggung jawab setiap warga negara dan badan usaha. 

PENGANTAR 
PERPAJAKAN 
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A. Pendahuluan 

Dari segi kerjasama nasional dan tingkat pembangunan 
negara, struktur pajak yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan 
status sosial ekonomi penduduk Indonesia (Malik et al., 2023). 
Selain itu, sistem perpajakan sebelumnya tidak dapat 
sepenuhnya mencakup seluruh tingkat subjek pajak, yang 
masing-masing memainkan peran penting dalam menghasilkan 
pendapatan dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah 
menciptakan sistem perpajakan baru, yaitu dengan 
mengesahkan undang-undang perpajakan baru yang terdiri dari 
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan 
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, 
UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan 
UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Undang-Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didasarkan pada 
falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang memuat ketentuan 
melindungi hak warga negara dan menjadikan kewajiban 
perpajakan sebagai tanggung jawab publik. Undang-undang ini 
memuat ketentuan-ketentuan umum dan tata cara perpajakan 
yang pada prinsipnya berlaku terhadap peraturan perundang-
undangan perpajaka, kecuali undang-undang perpajakan yang 

KETENTUAN UMUM 
DAN TATA CARA 

PERPAJAKAN 
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A. Pendahuluan 

Pencatatan dan pembukuan merupakan dua aspek 
terpenting dalam pengelolaan keuangan yang sering kali 
membingungkan bagi banyak orang, terutama bagi yang baru 
terlibat dalam dunia akuntansi. Keduanya memiliki peran yang 
sangat berbeda, namun saling melengkapi dalam proses 
manajemen keuangan yang efektif. Pencatatan adalah langkah 
awal dalam proses akuntansi yang melibatkan pencatatan semua 
transaksi keuangan secara sistematis dan terstruktur. Aktivitas 
ini termasuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran 
dalam buku kas atau jurnal, baik secara manual dengan buku 
catatan atau menggunakan perangkat lunak akuntansi. Tujuan 
utama dari pencatatan adalah untuk memastikan bahwa semua 
transaksi terdokumentasi dengan benar dan lengkap. Pencatatan 
yang akurat adalah fondasi dari semua laporan keuangan dan 
analisis yang akan dilakukan di kemudian hari (Miller, 2023).  

Dalam prakteknya, pencatatan melibatkan beberapa 
aktivitas, seperti mencatat tanggal transaksi, deskripsi transaksi, 
jumlah uang yang terlibat, serta kategori akun yang relevan. 
Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan membeli perlengkapan 
kantor, pencatatan akan melibatkan menulis tanggal transaksi, 
deskripsi "pembelian perlengkapan kantor," jumlah uang yang 
dikeluarkan, dan kategori akun seperti "perlengkapan kantor". 

KEWAJIBAN 
PENCATATAN DAN 

PEMERIKSAAN PAJAK 
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A. Pendahuluan 

Sejarah pemungutan pajak telah mengalami perubahan 
dari berbagai masa sesuai dengan perkembangan masyarakat 
dan juga negara baik di bidang sosial dan ekonomi. Salah satu 
perubahan terpenting dalam reformasi sistem perpajakan 
negara adalah perubahan sistem pemungutan pajak yaitu dari 
sistem official-assessment ke sistem self- assessment. Self Assessment 
System ialah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak 
berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya 
mulai dari menghitung, menyetor, sampai dengan melaporkan 
pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku (Maheswara, 2020). 
Pemberian kepercayaan yang lebih besar kepada Wajib Pajak 
dalam sistem self assessment ini diimbangi pula dengan adanya 
pengawasan yang tepat dan sistematis terhadap pelaksanaan 
kepatuhan Wajib Pajak oleh fiskus agar kepercayaan tersebut 
tidak disalahgunakan oleh Wajib Pajak (Aji et al., 2022). Sesuai 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
yang keempat kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009 (UU KUP), memberi kewenangan kepada pemerintah 
melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan pajak.  

KEBERATAN, BANDING, 
DAN IMBALAN BUNGA, 

PENAGIHAN PAJAK 
DENGAN SURAT PAKSA 
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A. Pendahuluan 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan 
kepada setiap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterimanya 
dalam satu tahun pajak. Sementara dasar hukum yang mengatur 
mengenai ketentuan Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang 
No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. UndangpUndang 
ini merupakan perubahan ke empat dari UU No 7 Tahun 1983 
mengenai Pajak Penghasilan. Selanjutnya, yang dimaksud 
dengan Subyek Pajak adalah segala sesuatu yang memiliki 
penghasilan atau berpotensi memiliki penghasilan untuk 
dipungut pajak penghasilan. Penghasilan yang dimiliki Subyek 
Pajak akan dipungut berdasarkan Peratuaran Perundang-
Undangan yang berlaku. Menurut UU No no 28 Tahun 2007 
Pasal 1 tentang KUP, menjelaskan bahwa yang dimaksud Wajib 
Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
diperkenankan untuk melakukan kewajiban perpajakan 
termasuk memungut dan memotong pajak tertentu. 
Berdasarkan pengertian perpajakan, yang termasuk dalam 
subyek pajak adalah sebagai berikut (Pasal 2 ayat 1): 

  

PAJAK 
PENGHASILAN 

UMUM 
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A. Pendahuluan 

Pajak Penghasilan (PPh) jika dilihat dari sifat pemotongan 
atau pemungutannya dapat digolongkan menjadi dua jenis, 
yaitu PPh tidak final dan PPh final. Pajak penghasilan final 
adalah pajak penghasilan yang dipungut secara langsung 
terhadap subyek tertentu (sumber penghasilan) dan hanya 
dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah ditetapkan bagi 
subyek yang bersangkutan. Penerapan pajak penghasilan final 
bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kemudahan 
dalam penghitungan PPh sehingga tidak menambah beban 
administrasi bagi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP), serta memberikan kepastian hukum yang lebih bagi Wajib 
Pajak. 

 

B. Pengertian PPh Final 

Pasal 4 ayat (2) bersifat final merupakan pajak 
penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga 
tidak dapat dikreditkan (dikurangi) dari total pajak penghasilan 
terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2013). PPh Final ini 
langsung dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak 
tertentu atas berbagai jenis penghasilan yang diperoleh WP 
selama satu tahun berjalan. Tujuan pemerintah menetapkan PPh 
Final adalah untuk meringankan beban WP dalam menunaikan 

PAJAK 
PENGHASILAN 

FINAL 
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A. Pendahuluan 

Pajak Penghasilan Pasal 21, yang disebut PPh Pasal 21, 
adalah pajak yang diKenakaìn terhadap wajib pajak Orang 
Pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan 
pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud 
meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 
lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Peraturan terbaru 
mengenai pajak penghasilan Pasal 21 ini diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dan mulai berlaku 1 Januari 
2024. 

 

B. Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 168 (2023) Pajak 
Penghasilan Pasal 21 wajib dipotong oleh: 

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak 
Penghasilan Pasal 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau 
kegiatan, disebut Pemotong Pajak, adalah wajib pajak Orang 
Pribadi, instansi Pemerintah, atau wajib pajak badan, termasuk 
bentuk usaha tetap, yang bertanggung jawab untuk melakukan 
Pemotongan atas penghasilan pajak terkait dengan pekerjaan, 
jasa, atau kegiatan Orang Pribadi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
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A. Pendahuluan 

Indonesia telah menganut sistem pendapatan global. 
Artinya Wajib Pajak (WP) harus memperhitungkan seluruh 
penghasilan yang diterima di dalam negeri dan luar negeri. 
Menurut Muljono (2010) Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) 
terutang pajak atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari 
seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau 
diperoleh dari luar negeri. Apabila seorang wajib pajak 
menerima penghasilan dari luar negeri, maka penghasilan wajib 
pajak tersebut biasanya juga dipotong dari pajak negara di mana 
penghasilan tersebut diterima. Wajib Pajak juga harus 
memperhitungkan penghasilan dari luar negeri ketika 
menghitung pajak yang terutang di dalam negeri. Untuk 
menghindari pengenaan pajak berganda akibat pengenaan pajak 
atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka besarnya 
pajak yang terutang atau dibayarkan atas penghasilan luar 
negeri seorang Wajib Pajak dalam negeri dihitung sebagai 
jumlah pajak yang berlaku atas penghasilan dalam negeri 
seluruh Wajib Pajak. 
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A. Pendahuluan 

Tidak semua Wajib Pajak dapat membayar pajak secara 
penuh dan langsung. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan 
beban, pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan 
sesuai mekanisme dalam Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 
25). Seperti yang telah kita ketahui bersama, PPh Pasal 25 
merupakan salah satu jenis Pajak Penghasilan (PPh). PPh Pasal 
25 secara umum terkait dengan angsuran pajak yang berasal dari 
jumlah PPh terutang menurut SPT Tahunan yang dibebankan 
kepada Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
Untuk pembayaran pajaknya dilakukan tiap bulan tanpa 
diwakilkan oleh siapapun (harus dibayarkan sendiri) dan 
dilaksanakan secara berangsur. Akan tetapi, untuk angsuran 
PPh Pasal 25 yang dibebankan Wajib Pajak Orang Pribadi jarang 
terjadi pada karyawan yang menerima penghasilan hanya dari 
satu pemberi kerja. 

 

B. Pengertian PPh Pasal 25 

PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran, 
baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun 
oleh Wajib Pajak Badan. Adapun tujuan dari PPh Pasal 25 adalah 
untuk meringankan beban Wajib Pajak karena pajak pajak yang 
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A. Pendahuluan 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan salah satu 
jenis pajak yang diatur dalam sistem perpajakan Indonesia. 
Pajak ini disebut juga pajak internasional sehingga Pajak 
Internasional adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan 
terhadap penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak Luar 
Negeri atau Wajib Pajak Luar Negeri, baik yang berada di 
Indonesia maupun yang tidak berada di Indonesia dan Pajak 
Penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang memperoleh 
Penghasilan dari Luar Negeri Pajak ini dikenakan atas 
penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri dari 
sumber penghasilan di Indonesia. PPh Pasal 26 bertujuan untuk 
memastikan bahwa negara Indonesia mendapatkan bagian 
pajak dari transaksi yang melibatkan pihak asing, sekaligus 
menjadi instrumen untuk mencegah penghindaran pajak lintas 
negara (Ramadani et al,m 2024). PPh Pasal 26 mencakup 
berbagai jenis penghasilan, termasuk dividen, bunga, royalti, 
sewa, imbalan atas jasa, hadiah, dan penghargaan. Tarif yang 
dikenakan umumnya sebesar 20% dari jumlah bruto, kecuali 
apabila ada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)/Tax 
Treaty antara Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak luar 
negeri tersebut. Pemahaman tentang PPh Pasal 26 sangat 
penting bagi perusahaan dan individu yang terlibat dalam 
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A. Pendahuluan 

Sistem perpajakan merupakan instrumen penting dalam 
kebijakan fiskal suatu negara, termasuk Indonesia. Sistem 
perpajakan berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan 
negara tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perekonomian 
dan mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, Pajak 
Penghasilan (PPh) memainkan peran sentral dalam memastikan 
bahwa penghasilan yang diperoleh individu dan badan usaha 
dikenakan pajak secara adil dan proporsional. Seiring dengan 
perkembangan ekonomi yang dinamis, berbagai jenis 
penghasilan muncul dengan karakteristik dan kompleksitas 
yang beragam, menuntut pengaturan perpajakan yang lebih 
spesifik dan adaptif. Untuk mengatasi tantangan ini, sistem 
perpajakan di Indonesia mengatur Pajak Penghasilan atas 
Penghasilan Tertentu melalui Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 
Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Kedua pasal ini 
dirancang untuk menangani penghasilan dengan karakteristik 
khusus yang tidak dapat dikelola secara efektif melalui 
mekanisme perpajakan standar. 
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A. Pengantar 

Bab ini diawali dengan pengenalan tentang dua jenis 
pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan di 
Indonesia, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kedua jenis pajak ini 
bukan hanya berperan sebagai sumber utama pendapatan 
negara, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap 
perilaku konsumsi masyarakat dan dinamika ekonomi secara 
keseluruhan. Memahami kedua jenis pajak ini sangat penting 
bagi siapa saja yang berkecimpung dalam dunia perpajakan, 
bisnis, atau kebijakan ekonomi, karena mencerminkan 
pendekatan pemerintah dalam mengelola dan mengendalikan 
perekonomian nasional (Abbas et al., 2024). 

PPN, sebagai salah satu bentuk pajak konsumsi, 
diterapkan pada hampir semua barang dan jasa yang diproduksi 
dan didistribusikan di Indonesia. Karakteristik utama PPN 
adalah sifatnya yang dikenakan pada setiap tahap rantai 
produksi dan distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen 
akhir. Dengan kata lain, PPN adalah pajak yang tidak hanya 
mempengaruhi produsen tetapi juga konsumen, karena biaya 
pajak ini biasanya diteruskan ke harga akhir barang atau jasa. 
Hal ini menjadikan PPN sebagai instrumen fiskal yang sangat 
efektif dalam mengumpulkan pendapatan negara, sekaligus 
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A. Pendahuluan 

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam 
kebijakan fiskal suatu negara untuk mengumpulkan pendapatan 
yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik dan 
membiayai berbagai program pemerintah. Pajak merupakan 
kontribusi wajib dari individu atau badan usaha kepada negara 
yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan 
pengeluaran publik. Selain pajak yang umum dikenal seperti 
Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), 
terdapat juga kategori pajak lainnya yang penting untuk 
dipahami. Pajak lainnya adalah jenis pajak yang tidak termasuk 
dalam kategori pajak penghasilan, PPN, atau pajak penjualan. 
Pajak ini mencakup berbagai macam pajak yang diterapkan oleh 
pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dengan tujuan 
untuk mengumpulkan pendapatan tambahan serta mengatur 
perilaku tertentu dalam masyarakat. pajak lainnya memainkan 
peran penting dalam pengelolaan fiskal negara dan daerah. 
Selain menjadi sumber pendapatan, pajak ini juga digunakan 
sebagai instrumen untuk mengatur dan mengendalikan perilaku 
masyarakat serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan 
(Fery, 2021). Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis pajak 
lainnya membantu masyarakat dan perusahaan untuk 
memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat. Dengan 

JENIS PAJAK 
LAINNYA 
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A. Pendahuluan 

Rekonsiliasi fiskal (koreksi fiskal) merupakan suatu 
penyesuaian atau koreksi yang perlu dilakukan oleh wajib pajak 
sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak 
badan dan orang pribadi (yang menggunakan pembukuan 
untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak). Rekonsiliasi fiskal 
adalah proses penyesuaian laba menurut pembukuan secara 
komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk 
memperoleh laba/penghasilan neto yang sesuai dengan 
peraturan perpajakan (fiskal), Wisanggeni (2017). Rekonsiliasi 
fiskal (koreksi fiskal) dilakukan wajib pajak karena terdapat 
perbedaan perhitungan khususnya laba menurut akuntansi 
(bisnis) dan menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan 
bisnis atau komersial bertujuan untuk menilai kinerja 
perekonomian dan keadaan keuangan sektor swasta, sedangkan 
laporan keuangan fiskal bertujuan untuk perhitungan pajak. 
Laporan keuangan disusun untuk tujuan bisnis atau komersial 
berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK); Sementara itu, laporan keuangan 
yang disusun untuk keperluan fiskal berdasarkan pada 
peraturan perpajakan (UU Pajak Penghasilan).  
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